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PUTUSAN
Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Bdw

A2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara
elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan XxXxXxXxXXX XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx
XXXXXXXXK XXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX  XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di Desa xxxxxx
xxxxx RT.002 RW. 001 Kecamatan XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bondowoso dengan Nomor 2029/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 24
Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin
tanggal 13 Maret 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
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Provinsi xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0033/008/111/2017 tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul
bersama sebagai suami istri rumah orang tua Tergugat dan telah
berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang
anak bernama :Keysha Agilla Kirana, perempuan, Bondowoso 26
Oktober 2019 saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2024 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat di
ketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang tidak di ketahui
identiasnya, hal ini Penggugat ketahui dari laporan orang tua Penggugat
dan Tergugat mengkui akan hal tersebut bahkan Tergugat memiliki anak
dari wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab
sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya Tergugat pelit dimana
Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 100.000,-
setiap 2 minggu sekali, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, hal ini yang menjadikan
Penggugat kecewa dan tidak cinta lagi kepada Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan
mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2024 karena Tergugat
tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya
Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah
orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2024
hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal
tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan
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lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri

dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMER :;
Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas
Penggugat (PENGGUGAT);
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDER ;
Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas
panggilan tanggal 28 Desember 2024 dan tanggal 11 Januari 2025 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511045001960001
tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan
ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/008/111/2017, tanggal
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13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX Provinsi xxxx xxxxX, yang bermaterai cukup setelah
dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Maijelis
diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua
Maijelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing
diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan
bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama lIslam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai
tetangga dekat;

— Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
sah;

— Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXX XXX
XXXXX XXX XX XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXxxX dan telah
dikaruniai keturunan 1 orang anak ;

— Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang
sudah tidak harmonis, sejak Agustus 2024 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah
yang layak kepada Penggugat ;

— Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus
2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX XXXXX
RT.002 RW. 001 Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat

sudah tidak pernah kumpul lagi;
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— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
BONDOWOSO, telah memberikan keteranagn di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena sebagai
tetangga dekat;

— Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

— Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXX XXX
XXXXX XXX XX XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dan telah
dikaruniai keturunan 1 orang anak ;

— Bahwa saksi tahu sejak sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxx
xxxxx RT.002 RW. 001 Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
sampai sekarang tidak pernah kembali ;

— Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi
nafkah yang layak kepada Penggugat ;

— Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah kumpul lagi;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat
tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi
melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
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sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang
menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Provinsi xxxx XXxxx
pada tanggal 13 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis,
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXxX XXXXXXXX XXX
XXXXX XXX XX XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX dan telah
dikaruniai 1 orang anak ;

3. Bahwa sejak Agustus 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxxxx xxxxx RT.002 RW. 001
Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sampai dengan sekarang
tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mendukung petitum

gugatan, atas dasar itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Aini sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta H. Rofik Samsul
Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Januari
2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota,
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H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,00,-
Biaya Penggandaan : Rp 30.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 40.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-
Biaya Sumpah : Rp 100.000,00,-
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 340.000,00,-
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